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PUTUSAN
Nomor : 0927/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah
ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, umur tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SD,

tempat tinggal di Desa Pakisputih Rt. 01 Rw. 05
Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang
selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" ;--------------
Melawan:
XXXXX, umur tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan --, tempat
tinggal di Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten
Pekalongan, yang selanjutnya  disebut sebagai

"TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal

13 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen

dengan register perkara Nomor : 0927/Pdt.G/2013/PA. Kjn. Tanggal 13 Agustus

2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai
dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten
Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 14/14/1/2011
tertanggal 11 Januari 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan

shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-------------------
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2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;----

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah
orang tua Penggugat di Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni selama 1
tahun 7 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1
orang anak bernama :

a. XXXXX, umur 2 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan
rukun, namun sejak September 2011 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya
Tergugat sudah tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat karena hasil
kerja Tergugat tidak diberikan Penggugat namun digunakan untuk
kepentingan Tergugat sendiri sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi

kebutuhan sehari-hari;

5. Bahwa sejak Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat
tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Wiroditan,
Kecamatan Bojong sampai sekarang selama 1 tahun dan selama itu Penggugat
dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana

layaknya suami istri;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu

perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran
yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan
perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga

berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;----------------

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
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Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat
memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan,
kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili,
selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat

(XXXXX);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR:
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan,
selanjutnya oleh Majelis Hakim dan Mediator bernama Dra. Hj. ERNAWATL
telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan
perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak
berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tetap
ingin mempertahankan keadaan rumah tangganya dan mencintai Penggugat.
Selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dan dibacakan surat gugatan

Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, penggugat
mendalilkan pada bulan Agustus 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat sehingga selama 1 tahun Penggugat telah dibiarkan oleh Tergugat, dan
Tergugat dalam jawabannya menyatakan alasan gugatan Penggugat tidak benar,
yang benar adalah pada bulan Agustus 2013 Tergugat menghindar dari
perselisihan karena dituduh mencuri kalung milik Penggugat, dan jawaban

Tergugat tersebut dibenarkan oleh Penggugat;
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Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka

segala hal ikhwal yang tercantum dalan Berita Acara Persidangan ini merupakan

kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat merupakan alasan yang
dibuat-buat yang tidak sesuai dengan kebenaran matriil dan tidak menjelaskan
fakta kejadian yang sebenarnya, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak

jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut cacat formil dan harus

dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009
segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;---------

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;--

MENGADILI
1. Menyatakan perkara Nomor : 0927/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tidak

dapat diterima;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp. 216.000,00 ( dua ratus enambelas ribu
rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim,
pada hari Senin tanggal 16 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10
Dzul Qo’dah 1434 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua
Majelis, dengan dihadiri Hj. NURJANAH, S.Ag. dan Hj. AWALIATUN
NIKMAH, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan ASNGADI,
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;-------------
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HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA
Hj. NURJANAH, S.Ag. Drs. H. ABDUL MANAN.
HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag..M.H.

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,00
2. Biaya APP :Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 125.000,00
4. Meterai :Rp.  6.000,00
5. Redaksi :Rp.  5.000,00
Jumlah :Rp. 216.000,00
5
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